BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /90 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi
Politik di Wilayah/Daerah Kabupaten Tabalong terutama
dengan situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman dan
ketertiban umum lainnya terutama dalam persiapan
menjelang dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan
Kepala Daerah serentak Tahun 2024 kaitannya dengan
upaya Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Pasca
Pandemi Covid-19, perlu dilaksanakan pemantauan,
pelaporan dan evaluasi situasi politik dan kondisi daerah

secara tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan;

b. bahwa berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan, Pelaporan Evaluasi Perkembangan Politik di
Daerah, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pemantauan
Perkembangan Politik di Daerah Kabupaten Tabalong Tahun

2024,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi
Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Pemantauan Perkembangan Politik
Di Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memantau perkembangan situasi dan kondisi keamanan,
ketenteraman dan Kketertiban umum lainnya terutama
dalam persiapan menjelang dilaksanakannya pemilihan
umum dan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024
khususnya di Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong;

b. upaya Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Pasca
Pandemi Covid-19 serta kegiatan lainnya yang berkaitan
situasi dan kondisi Politik di daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

c. melakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi lain
yang terkait dengan situasi perkembangan politik di daerah
sekaligus melaporkan perkembangan situasi dan kondisi
politik di wilayah masing-masing kecamatan sesuai dengan
tupoksi masing-masing Tim,;

d. khusus kepada Camat untuk selalu berkoordinasi dengan
unsur pimpinan Wilayah/Perangkat Daerah Kecamatan
serta melaporkan secara berkala terhadap keadaan situasi
dan kondisi diwilayahnya masing-masing kepada Bupati
Tabalong c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong.

Hasil Pemantauan Politik di Daerah dan Evaluasi akan di
sampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong,
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.




KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada ta_nggal 5 Margf 7924
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Tembusan disampaikan kepada Yth:
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.
Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 740 /2024
TANGGAL rsf Maref zs24

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMANTAUAN PERKEMBANGAN
POLITIK DI DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO

JABATAN DALAM
DINAS

JABATAN DALAM
TIM

KET

Bupati Tabalong

Asisten Pemerintahan dan  Kesra
Sekretariat Daerah Kab. Tabalong

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tabalong

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tabalong

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.
Tabalong

Camat se-Kab. Tabalong

Staf Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tabalong

Pembina

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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